GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 0/G4TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 03 TAHUN 2019
TENTANG TARIF PELAYANAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ULIN BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka untuk menindaklanjuti penyebaran
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan jumlah kasus
dan/atau jumlah kematian semakin meningkat dan meluas
antar lintas wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dari berbagai Unit Pelayanan
Kesehatan, maka Peraturan Gubernur tentang Tarif Pelayanan
Kesehatan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin
Banjarmasin pada saat ini belum ada mengatur tentang jenis
pelayanan khususnya bagi pasien Corona Virus Disease 2019
(COVID-19), sehingga perlu dilakukan penetapan atas tarif
pelayanan dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam konsiderans huruf a dan huruf b, dipandang perlu
segera untuk dilakukan perubahan atas Peraturan Gubernur
Kalimantan Selatan Nomor 03 Tahun 2019 tentang Tarif
Pelayanan pada Rumah Sakit Daerah Ulin Banjarmasin
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 098
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Gubernur Nomor 03 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan pada
Rumah Sakit Daerah Ulin Banjarmasin;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Gubernur Nomor 03 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Pada
Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo.Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 1985 tentang penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 10 Tahun 1956 antara lain mengenai
Pembentukan Daerah Swantara Tingkat I Kalimantan Selatan
scbagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesi Nomor 1106);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

Dipindai dengan CamScanner



-3

12, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4738);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan
Umum Daerah;

20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang
Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan
Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1287);
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21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sehagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 157);

22.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif

di Rumah Sakit;

23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2007 Nomor 13);

24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3
Tahun 2011 tentang Pola Tarif Pelayanan Kesehatan Pada
Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 3);

25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);

26. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 03
Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum
Daerah Ulin Banjarmasin (Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur
Kalimantan Selatan Nomor 098 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 03
Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum
Daerah Ulin Banjarmasin (Berita Daerah Provinsi Kalimantan

Selatan Tahun 2019 Nomor 98);

27.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095
Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Tahun 2019 Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 03 TAHUN 2019 TENTANG
TARIF PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ULIN

BANJARMASIN.
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Ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 03 Tahun 2019 tentang Tarifl Pelayanan pada
Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin (Berita Daerah Provinsi Knlimantan
Sclatan Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 098 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 03 Tahun 2019 tentang Tarif
Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin (Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 98), yakni dengan menambah
Lampiran LXX (baru) sebagaimana tercantum dalam Lampiran LXX (baru)
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dar Peraturan Gubernur ini.

Pasal 1l

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Provinsi Kalimantan
Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasi
pada tanggal () 1

GUBERNUR KA NTAN/SELATAN,

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

ABDUL/HARIS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2020 NOMOR
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LAMPIRAN LXX

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMORO/IOYTAIIUN 2020

TIENTANG

PIERUBAHAN KETIQA ATAS PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 03 TAHUN 2019 TENTANG
TARIF PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH ULIN BANJARMASIN

TARIF PELAYANAN TINDAKAN PERAWATAN INTENSIF DAN ISOLASI PASIEN COVID -19

NO JENIS AKOMODASI TARIF (Rp)
1 ICU Tipe Tekanan Negative 750.000
2 Ruangan Perawatan Isolasi Tipe Tekanan Negative (Non Kelas) | 650.000 |

TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN PASIEN COVID-19
DI LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK

No. JENIS PEMERIKSAAN TARIF (Rp)

1 Rapid Test Covid-19 150.000
2 Tes Polymerase Chain Reaction(PCR)/Tes Cepat Molekuler (TCM) 1.500.000
3 Swab Oropharing 400.000
4 Swab Nasophanng 400.000
S CRP Kuantitatif 100.000
6 1gG Anti SARS CoV2 Kuantitatif Dengan Cut-Off 250.000
7 Paket Screening, Apheresis dan Penyimpanan Plasma Konvalesen isi 400 cc 3.963.000

Tindakan operasi pada Pasien dengan Pemantauan dan Pasien Terkonfirmasi COVID-19 setara dengan
tindakan Operasi Cito

Tindakan hemodialisa pada Pasien dengan Pemantauan dan Pasien Terkonfirmasi COVID-19 sctara
dengan tindakan hemodialisa Cito

Tindakan Foto thorax pada Pasien dengan Pemantauan dan Pasien Terkonfirmasi COVID-19 setara
dengan tindakan Foto thorax Cito

Tarif ini diberlakukan untuk pasien yang tidak memiliki Nomor Rekam Medis Rumah Sakit Umum
Daerah Ulin Banjarmasin atau Pasien Umum.

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

SAHBIRIN NOOR
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